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SINOPSIS 
 

Pada dasarnya dalam penelitian skripsi ini penulis membahas mengenai Rekrutmen Pejabat 

Daerah Di Kabupaten Flores Timur. Rekrutmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur di 

lakukan untuk mempercepat pembangunan dengan meningkatan mutu sumber daya manusia 

(SDM) dan peningkatan kinerja pelayanan yang berkualitas bagi penyelenggaraan organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Flores Timur.  

Selama ini birokrasi daerah Kabupeten Flores Timur dianggap sangat buruk dimata 

masyarakat. Praktik kepentingan pelayanan dan kinerja organisasi perangkat daerah yang dianggap 

berbelit-belit dan tumpang tindi telah menjadi sorotan bagi masyarakat. Disisi lain pola perilaku 

birokrat yang kurang kreatif membuat organisasi perangkat daerah menjadi kaku, mandek dan 
tetutup bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Flores Timur merupakan persoalan yang berimbas 

pada rekrutmen dan penempatan pejabat daerah . Selain itu akses penggunaan pelayanan terhadap 

teknologi komunikasi yang kurang menjangkau masyarakat ditambah infrastruktur dan fasilitas 

pelayanan publik yang belum memadai dibutuhkan kebijakan dan sistem kerja yang baru dari 

pemerintah untuk meretas masalah sosial dan mewujudkan pelayanan pada kesehatan, pendidikan, 

ekonomi, budaya dan keamanan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam pembangunan fisik 

maupun pembangunan kemanusiaan yang ada di Kabupaten Flores Timur, melalui tugas dan 

kinerja pejabat yang baru.  

Untuk itu perkrutan pejabat daerah adalah suatu yang mutlak dilakukan di birokrasi 

pemerintahan daerah Kabupaten Flores Timur. Hal ini dilatar belakangi oleh kewenangan 

pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah  yang mengamanatkan pembentukan, jenis dan kriteria 

tipologi perangkat daerah sehingga dilakukan dengan penyesuaian kembali Nomenklatur Jabatan, 

Ikhtisar Jabatan, Ringkasan Tugas, Serta Syarat Jabatan untuk kepala dinas yang baru. 

Selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang 

menyebutkan bahwa pengisisan jabatan pimpinan utama dan madya pada kementrian, 

kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara 

terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) 

dengan memperhatikan syarat kompetisi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam 

jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Termasuk di birokrasi daerah Kabupaten Flores Timur juga 
membutuhkan pengisisan jabataan pimpinan tinggi pratama eselon II/b pada dinas yang dibentuk 

baru, perpecahan dari dinas lama ke dinas yang baru dan juga kenaikan status dari badan menjadi 

dinas sehinggga membutuhkan penyesuaian jabatan (Job Fit) dan seleksi terbuka pada pejabat 

daerah yang akan menjabat dalam dinas tersebut.  

Penelitian yang dilakukan  oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif sehingga dengan jelas mendeskripsikan sistem dan kebijakan serta kinerja pelayanan 

organisasi perangkat daerah berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi dan pengambilan 

data sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas berdasarkan sumber data baik data  primer 

maupun data sekunder yang dapat dijadikan sebagai validitas dalam menganalisis Rekrutmen 

Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur. 

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahu bahwa kebijakan dan sistem 

Rekrutmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur berdasarkan kebijakan dan sistem regulasi 
yang didasarkan pada azas dan prinsip merit system yaitu kepastian hukum, keterbukaan 

(transparansi), akuntabilitas (pertanggungjawaban), profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, 

nondiskriminatif (keadilan)  menunjukan konsitensi pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur 

yakni pejabat bupati dan pejabat wakil bupati terpilih periode 2017-2022 dengan meletakan misi 

reformasi birokrasi daerah. Hal ini menjadi langka awal pemerintah membuat grand design khusus 

untuk meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan dan kinerja organisasi perangkat daerah kearah 

yang lebih baik. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa praktik kepentingan politik para elit 

politik dan birokrat yang telah lama tumbuh subur di lingkungan birokrasi menjadi tantangan 

utama selama ini dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisisen seperti di daerah lainya 

yang sudah maju dan berkembang pesat. Hal inilah menjadi komitmen dan terobosan baru bagi 

pejabat berwenang kepegawaian dan pejabat pembina kepegawaian dalam menjalankan 
kewenangan, tugas dan tanggung jawab merekrut pejabat daerah berdasarkan  azas dan prinsip 

dalam merit system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang 

Pada masa pemerintahan orde baru dari tahun 1965 sampai dengan 

tahun 1998, birokrasi Indonesia hampir sebagian besar energynya lebih 

banyak tercurah melayani penguasa. Kekuasaan otoriter-sentralistik pada masa 

itu telah menimbulkan penguasaan sepihak dan praktik politik berdasarkan 

kepentingan yang sangat merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan 

kesenjangan sosial yang berkepanjangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Kuatnya arus perpolitikan rezim orde baru dengan praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme telah merubah wajah birokrasi Indonesia menjadi lebih 

suram. Hal ini jelas telah merusak prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan yang dibangun oleh the founding father negara ini. Pada level 

yang lebih mikro dominasi dan intervensi golongan atau kelompok 

kepentingan tertentu telah membutakan birokrat untuk selalu menomorsatukan 

pelayanan publik yang banyak kejadian meletakan kepentingan golongan atau 

kelompok lebih didahulukan daripada kepentingan negara ini. 

Praktik-pratik kepentingan dalam birokrasi ini juga mengakar-

merambat sampai ditingkatan birokrasi terendah yakni birokrasi daerah. 

Sehingga secara tidak langsung para birokrat di daerah bekerja hanya 

melayani penguasa ketimbang melayani masyarakat, dan menjadi permulaan 

penyakit birokrasi (patology birokrasi) di daerah. Hal inilah menimbulkan 

krisis kepercayaan (Trust) masyarakat terhadap kinerja dan sistem 
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penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan sampai sekarang menjadi 

pembicaraan dan kajian publik yang terus dilakukan tak kunjung selesai. 

Reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998, membawa 

angin segar dan mendorong perubahan dalam sistem pemerintahan dan 

perpolitikan tanah air Indonesia. Salah satu perubahan yang paling signifikan 

adalah perubahan sistem pemerintahan dari otoriter-sentralistik menuju sistem 

pemerintahan yang demokrasi. Perubahan sistem pmerintahan yang otoriter-

sentralistik (orde baru) menuju sistem pemerintahan yang demokrasi 

(reformasi) ini kemudian memunculkan penerapan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan secara desentralistik. Dengan adanya sistem pemerintahan 

desentralisasi dan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah 

memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur serta menjalankan 

pemeritahannya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi lokal untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang 

kehadiranya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi 

logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu 

untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi, karena itu negara 

harus terlibat langsung. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial 

masyarakatnya melalui birokrasi dan untuk itu negara membangun sistem 

administrasi yang baik dengan tujuan untuk melayani kepentingan 

masyarakatnya karena pada dasarnya melalui birokrasi negara secara langsung 

menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. 
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Pada level terendah yakni birokrasi daerah yang pada hakekatnya lebih 

dekat dan menjangkau tuntutan kepentingan masyarakat sangat dibutuhkan 

kinerja birokrat yang professional. Dengan kinerja birokrat yang professional 

dapat menunjang penyelenggaraan dan pelayanan birokrasi di daerah menjadi 

efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, secara struktural birokrasi daerah memberikan andil yang relative 

besar. Semua yang terdapat dalam skup penyelenggaraannya tidak terlepas 

dari kontes public service dan public affairs. Peran pemerintah yang strategis, 

akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi publik mampu melaksanakan 

tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

birokrasi daerah adalah bagaimana mereka dapat mampu melaksanakan 

kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisisen, 

karena selama ini birokrasi daerah diidentikan dengan kinerja yang berbelit-

belit, stuktur yang tambun/tumpang tindi penuh dengan kolusi, korupsi dan 

nepotisme, serta tidak ada standar yang pasti. Sejumlah patologi birokrasi 

daerah tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapat mewujudkan sebuah 

pelayanan yang memuaskan masyarakat. Hal inilah membuat birokrasi sangat 

jauh dari apa yang disebut good governance. 

Sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan oleh 

max weber (1864-1920), birokrasi adalah bentuk organisasi kekuasaan yang 

sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat pemerintah yang 

memiliki syarat tecnichal skill (berkemampuan secara teknik melaksanakan 

tugas yang dipercayakan kepadanya) bagi bekerjanya sistem administrasi 
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pemerintah. Sebagai peletak dasar konsep organisasi yakni struktur organisasi 

model Weber, Ia membedakan model legal rasional dari model yang lain yang 

dipahami, dengan nama karismatik (diarahkan pemimpin), dan tradisional 

(dipengaruhi oleh kebiasaan dan praktek). Gambaran birokrasi klasik (legal-

rasional) adalah sebagai berikut (Eugene Mc Kenna & NK Beech dalam 

Sulistyani 2011: 63): 

“Definisi tugas dan tanggung jawab yang jelas, spesialisasi 

maksimum; pola otoritas vertikal, kepatuhan kepada otoritas, 

pemegang saham percaya pada keahlian dan diderivasi dari 

pengetahuan teknik, penggunaan peraturan secara maksimum, 

impersonal dan administrasi gaji ditentukan oleh tingkat dan tanggung 

jawab kerja, promosi ditentukan oleh senioritas atau prestasi yang 

dibenarkan oleh superior dan pemisahan yang jelas antara kepemilikan 

organisasi dan pengendalianya”. Di sini jelas bahwa hubungan antara 

sesama anggota (horizontal) atau antara bawahan dengan atasan 

(vertikal) bersifat formal yang didasarkan pada aturan-aturan atau 

prosedur-prosedur resmi. 

 

Untuk dapat melakukan penataan secara konprehensif terhadap 

struktur organisasi pemerintah daerah yang baik maka tidak terlepas dari 

kajian terhadap aspek regulasi yang selama ini dijadikan sebagai pedoman. 

Peninjauan kembali terhadap sejumlah peraturan perundangan yang dibuat, 

disahkan dan diberlakukan dari waktu kewaktu yang terus dilakukan 

berdasarkan perkembangan saman dan sistem birokrasi dunia modern 

bagaimanapun penataan organisasi birokrasi Indonesia tidak bisa lepas dari 

sistem legalitas perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia. 

Adapun sejumlah perungdang-undangan yang terus dikaji dan 

diperbaharui sehubungan dengan reformasi birokrasi Indonesia seperti UU No 

5/1974, ditindaklanjuti dengan UU NO 22 dan 25/1999 dan selanjutnya 

diperbaharui melalui UU NO 32/2004 dan diperbaharui dengan UU NO 
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23/2014 tentang pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan 

daerah dan sistem pemerintahan di daerah dengan adanya kebijakan otonomi 

daerah. Dari undang-undang tersebut diatas memiliki implikasi yang besar 

terhadap sistem kelembagaan di daerah. Sistem kelembagaan di daerah terus 

dibena dan diperbaharui oleh pemerintah untuk mencapai tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yakni menyatakan bahwa pemerintahan daerah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang 

seluas-luasnya. Maka pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, 

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta 

potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya 

ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada 

kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang 

diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan 

pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu 
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pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan 

pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. 

Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, 

inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional 

tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian 

tujuan nasional secara keseluruhan. 

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan 

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan 

hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang 

yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan 

warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus 

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk 

kebijakan daerah baik dalam bentuk perda maupun kebijakan lainnya 

hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan 

tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap 

memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara keseluruhan. 

Penataan birokrasi pemerintah daerah, secara normatif merupakan 

bagian dari rekayasa sosial guna mengatasi krisis multidimensi yang melanda. 

Dalam skala kecil atau mikro, hal ini dilakukan untuk kepentingan 

memulihkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah. Dalam 

skala makro untuk menciptakan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang 
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sehat dan kondusif, sehingga tingkat kepuasaan masyarakat (customer 

satisfaction) meningkat dan iklim investasi menyehat (edi siswadi, dalam 

pikiran rakyat, 2005). 

Setiap perubahan regulasi untuk mengatur tata pemerintahan daerah 

membawa dampak yang sangat signifikan dalam penyelenggaran roda 

pemerintahan daerah, transfer kewenangan, dan kebijakan yang diambil untuk 

meningkatan kesejahteraaan masyarakatanya. Oleh karena itu hal ini sangat 

membutuhkan komitmen dan budaya selektif yang tinggi dari kepala daerah 

dalam merekrut pejabat daerah. Karena pejabat daerah (perangkat daerah) 

menunjang roda pemerintahan daerah dalam penyelenggaraanya bertanggung 

jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah setempat. Hal ini 

tertuang dalam UU NO. 23/2014 yang mengatur pemerintah daerah pada bab 

III tentang perangkat daerah, pasal 208 (1) kepala daerah dan DPRD dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. (2) 

perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai 

aparatur sipil negara (ASN). Pada pasal ini terlihat secara jelas bahwa dalam 

menyelenggarakan roda pemerintahan di daerah perlu di tunjang oleh 

perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan dan menjalankan 

kebijakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. 

Kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang mengkaji model pengisian jabatan berdasarkan sistem lelang jabatan, 

maka hal ini memberi harapan baru bagi pemerintah daerah dalam 

menjalankan roda birokrasi berdasarkan prinsip good governance. Dengan 

demikian yang dimaksud dengan pemerintah wajib menerapkan prinsip dan 
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menghindari praktek yang dilarang dalam meryt system pada setiap 

pelaksanaan pengisian jabatan secara terbuka. Artinya dalam pelaksanaannya 

taat asas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 

2014 yaitu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara 

(ASN) berdasarkan pada asas, khususnya asas-asas berikut ini: (1). Kepastian 

hukum; (2). Profesionalitas;(3). Proporsionalitas; (4). Netralitas; (5). 

Akuntabilitas; (6). Keterbukaan; (7) nondiskriminatif (8). Keadilan dan 

kesetaraan; Sehingga dengan melalui asas ini maka tercipta iklim kerja dan 

pelayanan pada masyarakat yang efektif dan efisien demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat lokal. 

Birokrasi bekerja atas dasar prinsip hierarkhi jabatan, yang 

diperlihatkan oleh garis komando yang sangat kaku dari atasan kepada 

bawahan. Atasan membawahkan dan mengawasi bawahan, berdasarkan 

pembagian tanggung jawab yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

bawahan. Kelebihan model birokrasi semacam ini adalah adanya kejelasan 

tugas, wewenang, tanggung jawab, termasuk kejelasan kepada siapa segala 

tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan. 

Fungsi dan peran birokrasi yang dinahkodai oleh para aparatur 

pemerintah sangatlah penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Didalam birokrasi, sumber daya manusia (SDM) yang berupa 

aparatur pemerintah sebagai fakor kunci terhadap proses perubahan yang 

meliputi segenap aspek baik itu sosial, politik, ekonomi, dan manejemen 

organisasi. Aparatur menjadi penentu utama dalam penyelenggaraan 

pelayanan yang hakekat sesungguhnya adalah untuk melayani kebutuhan dan 



9 

kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari model birokrasi tersebut diatas maka 

secara jelas birokrasi daerah sangat dekat dengan masyarakat secara langsung 

dan memainkan peran secara langsung dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Hal ini membutuhkan ketangkasan dari pejabat politik untuk 

menggerakan pejabat karir (pejabat birokrasi) dalam peningkatan kinerja dan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Pada umumnya implementasi birokrasi daerah selama ini cenderung 

mendatangkan banyak masalah bagi masyarakat. Pada dasarnya masalah itu 

berasal dari kencenderungan setiap organisasi untuk mengembangkan pamrih 

atau kepentingan sendiri (vested interest), bergeser dari maksud awal 

pembentukanya. Artinya bahwa sesorang yang ditempatkan dalam suatu 

jabatan organisasi, ia cenderung untuk berpikir bahwa menduduki jabatan itu 

sendiri adalah tujuan akhir yang dikejarnya, bukan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan organisasi. Karena itu banyak birokrat yang memandang 

upaya melestarikan eksitensi birokrasi dan mempertahankan kedudukanya 

sendiri di dalam birokrasi itu sebagai hal yang begitu penting, sehingga 

mengabaikan kewajiban untuk respon terhadap kepentingan yang ada di 

luarnya. Itulah adanya, birokrasi cenderung untuk membuat pagar yang 

memisahkan dirinya dari publik yang seharusnya dilayani. Birokrasi juga bisa 

mengelakkan diri dari pengendalian oleh pejabat eksekutif yang mengangkat 

mereka atau politisi yang dipilih oleh rakyat. Dengan kata lain, dalam parktek 

birokrasi cenderung untuk menimbulkan masalah akibat sikapnya yang kurang 

tanggap terhadap kepentingan masyarakat, yaitu “majikannya”, dan terhadap 

kemauan pemegang wewenang pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. 
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Salah satu faktor terpenting yang dapat mendukung keberhasilan 

pembangunan, pemberdayaan dan terwujudnya pelayanan publik yang baik 

adalah adanya aparat pemerintah daerah yang bekerja sesuai dengan bidang 

dan kealihanya masing-masing (right man on right place). Artinya bahwa, 

pembangunan daerah, pemeberdayaan masyarakat, dan pelayan publik dapat 

berjalan dengan baik apabila aparat pemerintah daerah atau para birokrat di 

daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang keahlianya masing-

masing (Meryt Syistem). Penerapan sistem merit (merit system) yaitu adanya 

kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan 

yang dipercayakan kepadanya, meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat 

pendidikan non formal/diklatpim, pendidikan dan latihan teknis, tingkat 

pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem merit (merit system) 

dalam kebijakan promosi jabatan di daerah meliputi regulasi, kontrol eksternal 

dan komitmen pelaku. Hal tersebut di atas perlu dilakukan oleh pemerintah 

daerah selain sebagai unsur profesionalitas dari birokrasi pemerintah itu 

sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari penyelenggara program secara 

nasional, yakni penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governance) di 

daerah. 

Adapun pada prinsipnya good governance, menurut Sedarmayanti 

(2004:6) meghedaki adanya (1) Accountability, (2) Participation, (3) 

Prediktibility yang sama dengan rule of law, dan (4) Transparancy. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut diatas maka dalam perekrutan pejabat birokrasi di 

daerah harus berdasarkan merit sistem karena parameternya jelas bahwa 



11 

birokrat daerah harus melayani kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat 

lokal. 

Dewasa ini rekruitmen pejabat birokrasi di daerah bukan lagi sekedar 

upaya pengisian formasi kosong dengan tenaga kerja dengan kualifikasi 

minimal yang sesuai. Rekruitmen juga dibebani dengan tanggung jawab untuk 

mensterilisasi birokrasi dari segala praktek KKN, baik pada proses 

penarikannya maupun sampai lolos seleksi hendaknya juga tidak tekena 

polarisasi KKN saat bertugas. Pada era baru yang menuntut terjadinya good 

governance di lingkungan birokrasi di daerah, rekruitmen diharapkan mampu 

menarik tenaga kerja yang disamping memenuhi kualifikasi minimal, juga 

harus punya tanggung jawab, punya komitmen tinggi terhadap tugas-tugasnya, 

jujur dan transparan, akuntabel, mampu berperan aktif (partisipasi) dan lain-

lain. Harapan tersebut sebenarnya akan dapat menjadi realita manakala proses 

rekruitmen dilakukan secara bersih dan bertanggung jawab, dengan 

mempergunakan standard rekruitmen yang jelas. 

Selama ini rekruitmen yang terjadi dalam lingkungan birokrasi di 

daerah hanya umum saja dan pada umumnya standard yang ditentukan dari 

tahun ke tahun tidak mengalami perubahan dan peningkatan tuntutan mutu. 

Dengan demikian rekruitmen yang kurang ditopang oleh kualifikasi yang 

standard menjadi bersifat disfungsional, sehingga tidak memenuhi kualifikasi 

pekerjaan semestinya. Kondisi demikian menyebabkan permasalahan pada 

penempatan pegawai dilingkungan birokrasi daerah yaitu ‘the wrong man in 

the place’, apa yang menjadi tuntutan birokrasi daerah akan kebutuhan 

pegawai sesungguhnya adalah „the right man in the right place’ supaya terjadi 
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efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu rekruitmen dengan 

mempertimbangkan dan memperhatikan job analysis dan job description yang 

seharusnya telah ada dan dapat dijadikan pedoman dalam perekruitan pejabat 

daerah. 

Di sisi lain rekrutmen tidak hanya dilakukan untuk mendapat pegawai 

yang akan menduduki suatu jabatan atau suatu posisi yang lowong. Tetapi 

rekrutmen dapat dilakukan karena adanya kepentingan politik di balik 

penempatan jabatan tersebut. Rekrutmen yang dilakukan untuk kepentingan 

politik misalnya untuk mengisi lembaga-lembaga negara yang bersifat politik. 

(Sulistiyani dan Rosidah, 2003:140). Jelas bahwa proses rekruitmen pejabat 

daerah juga melalui pertimbangan-pertimbangan lain selain pertimbangan 

berdasarkan karir dan pengelaman kerja (classified position) yakni 

pertimbangan berdasarkan politik. 

Menurut Cardosa, perlu dibedakan antara Classiffied position dan 

Exempt positions. Classified positions di isi melalui birokrasi atau sistem 

pelayanan sipil. Jadi rekrutmen jenis ini merupakan pemilihan berdasarkan 

karier atau pengalaman kerja. Sedangkan Exempt positions berada diluar 

mekanisme birokrasi atau sistem pelayanan sipil. Maka posisi-posisi seperti 

ini dinamakan pemilihan secara politik. Ada pertimbangan politik dari 

pemilihan melalui tipe ini. (Cardoso, 1995: 108). Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa rekrutmen tidak dilakukan secara umum saja, tetapi secara 

politik pun dapat dilakukan. Mengingat partai yang bermunculan pada saat ini, 

bukan tidak mungkin perekrutan akan lebih mudah apabila kandidat dari partai 

politik bersangkutan. Hal ini bukan merupakan masalah baru di lingkungan 
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birokrasi, tetapi sudah merupakan tradisi sudah dari dulu sampai sekarang hal 

tersebut masi berlaku. 

Perlu kita ketahui selama ini bahwa setiap kali pergantian kepala 

daerah sebagai pejabat politik selalu diikuti oleh pergantian pejabat daerah 

setempat. Kepala daerah yang terpilih mengangkat kepala dinas sesuai dengan 

prosedur dan kebijakan dan juga dengan adanya pertimbangan-pertimbangan 

politik yang dilakukan oleh kepala daerah (Exempt positions) itu sendiri. 

Posisi pejabat di daerah sangat strategis bagi pejabat politik untuk melakukan 

manuver politik dan politisasi birokrasi. Hal ini bisa saja terjadi karena kepala 

daerah adalah unsur penyelenggara otonomi daerah yang membawahi 

beberapa struktur birokrasi. Sehingga unsur ini sering dimanfaatkan sebagai 

kekuatan politik kepala daerah untuk memperkuat kekuasaannya di daerah. 

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten kepulauan 

yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada dasarnya sebagai 

kabupaten/kota tentu saja mempunya organisasi perangkat daerah (OPD). 

Pada organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut dikepalai oleh oleh seorang 

pejabat yang selanjutnya disebut pejabat daerah. Pada masa pemerintahan 

sebelum-sebelumya terdapat beberapa pejabat yang menjabat dalam suatu 

organisasi perangkat daerah (OPD) tidak selaras dengan latar belakang 

pendidikan dan pengalaman kerja atau kariernya selama menjadi birokrat di 

instansi pemerintahan daerah kabupaten Flores Timur. Hal ini tidak terlepas 

dari proses perekrutan pejabat daerah yang cenderung memakai sistem 

berdasarkan pertimbangan politik (Exempt positions). Artinya bahwa proses 

perekrutan pejabat daerah dengan pertimbangan politik juga dilakukan di 
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Flores Timur dalam proses perekrutan pejabat daerah. Selain itu proses 

perekrutan juga berdasarkan kedekatan induvidu atau perkawanan (spoil 

system) artinya pengangkatan pejabat oleh atasan kepada seorang birokrasi 

adanya kedekatan induvidu atau perkawanan. Perekrutan ini dilakukan karena 

didasarkan pada afiliasi-afiliasi tertentu, biasanya berdasarkan keanggotaan 

partai tertentu. Ini jelasnya bahwa perekrutan pejabat daerah oleh kapala 

daerah tidak didasarkan pada syarat objektif (merit system), tetapi berdasarkan 

pada dukungan yang diberikan kepadanya (spoil system) karena adanya 

pertimbangan-pertimbangan politik yang dilakukan oleh kepala daerah 

(Exempt positions) tersebut. 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka sangat menarik 

sekali untuk dilakukan penelitian mengenai rekruitmen pejabat daerah yang 

ada di kabupaten Flores Timur. Apalagi hal ini juga berkitan dengan 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Flores Timur 

pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 15 maret 2017. 

Biasanya setiap kali pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah juga 

diikuti dengan pergantian pejabat struktural dalam organisasi perangkat daerah 

(OPD) yakni kepala badan maupun kepala dinas yang ada di Kabupaten Flores 

Timur, yang selanjunya disebut dengan pejabat daerah. Sehingga menjadi 

pertimbangan penulis untuk tertarik melakukan penelitian guna mengetahui 

dan melihat komitmen pemerintahan baru terpilih dalam melakukan rekrutmen 

pejabat daerah menuju birokrasi pemerintahan yang baik Kabupaten Flores 

Timur 2017-2022. Oleh Karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Rekruitmen Pejabat Daerah Di Kabupaten Flores Timur”. Adapun alasan 
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mendasar untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas adalah 

agar lebih jauh memahami bagaimana pelaksanaan azas dan prinsip merit 

system pada rekruitmen pejabat daerah untuk masa bakti lima tahun kedepan 

(periode 2017-2022) di kabupaten Flores Timur. 

 

B Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

pada penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan azas merit system pada rekrutmen pejabat daerah di 

Kabupaten Flores Timur? 

 

C Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian tentang rekruitmen pejabat daerah di 

kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut; 

a Untuk mengetahui pelaksaan perekrutan pejabat daerah di kabupaten 

Flores Timur 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

a. Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk memperluas 

pengetahuan dan wawasan berpikir serta pengalaman yang diperoleh 

dalam menganalisis pelaksanaan rekruitmen pejabat daerah di 

Kabupaten Flores Timur. 
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